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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan  

1. Maksud. 

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan  Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah Wonosobo adalah untuk menggambarkan dan 

menjelaskan target pencapaian realisasi anggaran berdasarkan rencana yang 

telah ditetapkan. 

2. Tujuan  

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan. 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu 

entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang 

berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi 

serta akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. 

Laporan Keuangan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat 

Daerah Wonosobo terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  

b. Laporan Operasional (LO); 

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

d. Neraca; 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). 

 

1.2. Landasan hukum  penyusunan laporan keuangan  

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, 

maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten 

Wonosobo Tahun Anggaran 2023 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 1950, Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 

Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



4. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

5. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah 

diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan 

Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4138); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4139); 



14. PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6119)); 

15. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

16. PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

19. PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 

20. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

22. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 



26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah 

Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri 

Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533); 

28. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533); 

29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

30. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang 

Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997; 

32. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 

33. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

34. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah; 

35. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

36. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 

Nomor 4); 

37. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga atas Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 

Nomor 15); 

38. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo; 

39. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo; 

40. Perbup Wonosobo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

41. Perbup Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi 

Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo; 



42. Perbup Wonosobo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo); 

43. Perbup Wonosobo Nomor 94 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo; 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 10). 

45. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2023 tentang  Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 

2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 44). 

 

1.3. Sistematika penulisan.catatan atas laporan keuangan  

Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah Wonosobo Tahun  Anggaran 2022 disusun 

dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab  I Pendahuluan 
 1.1 

1.2 
1.3 

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan  
Landasan hukum. penyusunan laporan keuangan  

Sistematika penulisan.catatan atas laporan keuangan  

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan  
 2.1 

2.2 
 

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan. 
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang 
telah ditetapkan 

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan 
 3.1 Laporan Realisasi Anggaran 
 3.2 Neraca 
 3.3 Laporan Operasional 
 3.4 Laporan Perubahan Ekuitas 
Bab IV Penjelasan atas informasi- informasi non keuangan 
Bab V Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II  

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN  

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan  

A. Realisasi Pendapatan 

Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 

Wonosobo pada Tahun Anggaran 2023  tidak terdapat pos Pendapatan. 

Rincian realisasi pendapatan daerah sebagai berikut : 

 

URAIAN 

Anggaran 

Setelah 

Perubahan 

Realisa

si 

Lebih / (Kurang) 

 

Rp. % 

PENDAPATAN 65.000.000 85.100.

000 

20.100.0

00 

130,92 

   PENDAPATAN ASLI 

DAERAH 

65.000.000 85.100.

000 

20.100.0

00 

130,92 

Jumlah PAD 65.000.000 85.100.

000 

20.100.0

00 

130,92 

JUMLAH  

PENDAPATAN 

65.000.000 85.100.

000 

20.100.0

00 

130,92 

 

 

B. Realisasi Belanja Daerah 

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.021.193.287,- 

dapat direalisasi Rp. 1.807.862.204.-  atau 89,44 % terdiri dari Belanja 

Operasional direncanakan sebesar Rp. 2.021.193.287,- dapat direalisasi 

sebesar Rp.1.807.862.204.-   atau 89,44 %. 

Menurut 
Kelompok Belanja 

Anggaran Realisasi Bertambah/ 
Berkurang 

% 

BELANJA 
OPERASI 

2.021.193.287 1.807.862.204 (213.331.083) 89,44% 

Belanja Pegawai     

Belanja Gaji & 
Tunjangan ASN 

    

Belanja Tambahan 
Penghasilan ASN 

    

Belanja Barang 
dan Jasa 

2.021.193.287 1.807.862.204 (213.331.083) 89,44% 

Belanja Barang 770.654.527 694.993.316 (75.661.211) 90,19% 

Belanja Jasa 745.632.345 649.134.912 (96.497.433) 87,06% 

Belanja 
Pemeliharaan 

27.500.000 27.470.518 (29.482) 99,90% 

Belanja Perjalanan 
Dinas 

477.406.415 436.263.458 (41.142.957) 91,39% 

Belanja Hibah     

Belanja Hibah 
kepada Badan, 

    

NIHIL 



Lembaga, 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
yang Berbadan 
Hukum Indonesia 

Belanja Bantuan 
Sosial 

    

Belanja Bantuan 
Sosial kepada 
Individu 

    

     

Jumlah Belanja 2.021.193.287 1.807.862.204 (213.331.083) 89,44% 

SURPLUS/DEFISIT (2.021.193.287) (1.807.862.204) 213.331.083 (89,44%) 

 

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan. 

Hambatan Pencapaian Target Belanja. 

Pada Tahun Anggaran 2023 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Sekretariat Daerah Wonosobo terdapat Pos Belanja yang cukup besar. Pada 

Pelaksanaanya terdapat permasalahan sebagai berikut : 

- Pos Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 770.654.527,- hanya 

dapat direalisasikan sebesar Rp. 694.993.316.-  atau 90,19 % di karenakan 

Pelaksanaan Program yang bersumber DBHCHT terutama pada sub Kegiatan 

terutama pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 

Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan terdapat di Anggaran 

Perubahan khusunya pos Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang 

melibatkan kepala daerah tidak terlaksana pada akhir tahun. 

- Pos Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 745.632.345,- hanya 

dapat direalisasikan sebesar Rp. 649.134.912 atau 87,06% di karenakan 

Pelaksanaan Program yang bersumber DBHCHT terutama pada Sub Kegiatan 

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 

Kelautan, dan Perikanan terdapat di Anggaran Perubahan khusunya pos 

Belanja Sewa Hotel yang semula di dialikasikan untuk Fasilitasi penginapan 

Narasumber dari Bea Cukai Magelang tidak dapat terealisasi sepenuhnya. 

Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD terutama pos Belanja Jasa 

Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan dialokasikan untuk fasilitasi 

pembinaan Pengelolaan BUMD yang kurang sehat tidak terlaksana 

sepenuhnya. sehingga berdampak pada Tercapainya Target Belanja pada 

Tahun Anggaran 2023. 

 

 

 

 

 



BAB III  

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

3.3.1. Pendapatan LRA 

Pendapatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat 

Daerah Wonosobo meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan lain-lain 

Pendapatan yang sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2023 serta 

realisasi TA 2022, sebagai berikut: 

Posisi Pendapatan-LRA  Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Pendapatan-LRA TA 2023 TA 2022 

Realisasi 
(Rp) 

Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Pendapatan Asli Daerah-
LRA 
 

   

Pendapatan Transfer-LRA 
 

   

Lain-Lain Pendapatan 
Yang Sah-LRA 

   

Jumlah Pendapatan 
Daerah 
 

   

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 

Wonosobo         TA 2023 Tidak Terdapat Pos Realisasi Pendapatan-LRA. 

 

3.3.2. Belanja 

Anggaran dan realisasi belanja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 

Alam Sekretariat Daerah Wonosobo TA 2023 serta reaalisasi TA 2022 

sebagai berikut : 

Belanja Daerah TA 2023 TA 2022 

Realisasi 
(Rp) 

Anggaran 
(Rp) 

Realisasi (Rp) 

Belanja Operasi 1.807.862.204 2.021.193.287 1.767.655.692 

Belanja Modal    

    

Jumlah Belanja  
Daerah 

1.807.862.204 2.021.193.287 1.767.655.692 

 

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 1.807.862.204,00 atau 

89,44% dari Anggaran sebesar Rp. 2.021.193.287,00 Dibandingkan 

dengan Tahun Anggaran 2022 Belanja Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam  Setda  Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 

mengalami kenaikan  Rp.40.206.512,00 dari anggaran Rp. 

1.767.655.692,00. 

 

NIHIL 



1. Belanja Operasi 

Belanja Operasi Belanja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  

Setda  Kabupaten Wonosobo meliputi Belanja Pegawai dan Belanja 

Barang, dengan realisasi TA 2023 dan 2022 sebagai berikut: 

Belanja Operasi TA 2023 TA 2022 

Realisasi 
(Rp) 

Anggaran 
(Rp) 

Realisasi (Rp) 

Belanja Pegawai    

Belanja Barang dan 
Jasa 

1.807.862.204 2.021.193.287 1.767.655.692 

Belanja Hibah    

Belanja Bantuan 
Sosial 

   

Belanja Bantuan 
Keuangan 

   

Jumlah Belanja  
Operasi 

1.807.862.204 2.021.193.287 1.767.655.692 

 

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp. 1.807.862.204,00 atau  

89,44%% dari anggaran Rp. 2.021.193.287,00 dan mengalami penurunan 

sebesar Rp.40.206.512,00 dari realisasi TA 2021 Rp. 1.767.655.692,00. 

 

Belanja Pegawai 

Pada Tahun Anggaran 2023 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  

Setda  Kabupaten Wonosobo tidak terdapat pos Anggaran & Realisasi 

Belanja Pegawai. 

 

Belanja Barang dan Jasa 

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebagai berikut 

: 

Belanja Barang dan Jasa TA 2022 

Realisasi 
(Rp) 

Anggaran 
(Rp) 

Belanja Barang dan Jasa 1.807.862.204  2.021.193.287  

Belanja Barang  694.993.316  770.654.527 

Belanja Barang Pakai Habis  694.993.316  770.654.527 

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 
Pelumas 

  

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor- Alat Tulis Kantor 

 45.326.795  48.641.937 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor- Kertas dan Cover 

 11.600.820  11.600.820 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor- Bahan Cetak 

28.846.400 29.228.100 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor- Benda Pos 

 1.600.000   1.600.000 



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor- Bahan Komputer 

  

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor- Perlengkapan Dinas 

 12.729.000  18.169.800 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor- Suvenir/Cendera Mata 

 224.974.000  226.400.000  

Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.141.301 8.151.870 

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 361.775.000 426.862.000 

Belanja Jasa  649.134.912  745.632.345 

Belanja Jasa Kantor  482.479.700  504.170.345 

Honorarium Narasumber atau 
Pembahas, Moderator, Pembawa 
Acara, dan Panitia 

256.900.000  266.550.000 

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.600.000  54.600.000 

Belanja Jasa Tenaga Ahli   

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000  540.000 

Belanja Jasa Tenaga Keamanan  10.500.000  14.500.000 

Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi 
Keuangan 

 43.450.000  45.723.755 

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara  85.214.700  85.776.590 

Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan 
Pemotretan 

 29.950.000  34.500.000 

Belanja Langganan Jurnal/Surat 
Kabar/Majalah 

 1.365.000  1.980.000 

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi  3.024.000   3.024.000 

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 
Bagi Non ASN 

 3.024.000  3.024.000 

Belanja Sewa Gedung dan 
Bangunan 

6.112.000  18.438.000 

Belanja Sewa Bangunan Gedung 
Tempat Pertemuan 

 -   1.000.000  

Belanja Sewa Hotel 6.112.000  17.438.000 

Belanja Jasa Konsultansi 
Konstruksi 

83.943.045 85.000.000 

Belanja Jasa Konsultansi 
Perencanaan penataan Ruang-Jasa 
Perencanaan dan 
PerancanganPerkotaan 

83.943.045 85.000.000 

Belanja Jasa Konsultansi Non 
Konstruksi 

73.912.167 135.000.000 

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 
Bidang-Keuangan 

73.912.167 135.000.000 

Belanja Pemeliharaan  27.470.518  27.500.000 

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin 

27.470.518 27.500.000 

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-
Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan BermotorPenumpang 

18.497.518  18.500.000 



Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 
Rumah Tangga-Alat Kantor Alat 
Kantor Lainnya 

8.973.000  9.000.000  

Belana Perjalanan Dinas 436.263.458  477.406.415 

Belanja Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri 

 436.263.458 477.406.415 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa  245.063.458  271.681.715 

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  191.200.000  205.724.700 

   

Jumlah Belanja  dan Jasa 1.807.862.204 2.021.193.287 

 

Belanja Hibah 

Pada Tahun Anggaran 2023 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  

Setda  Kabupaten Wonosobo tidak terdapat pos Anggaran & Realisasi 

Belanja  Hibah. 

 

Belanja Bantuan Sosial 

Pada Tahun Anggaran 2023 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  

Setda  Kabupaten Wonosobo tidak terdapat pos Anggaran & Realisasi 

Belanja  Bantuan Sosial. 

 

2. Belanja Modal 

Belanja Modal meliputi Belanja Modal, Tanah, Peralatan dan Mesin, 

Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya dan 

Aset Lainnya dengan realisasi TA 2023 dan 2022 sebagai berikut : 

 

Belanja Modal TA 2023 TA 2022 

Realisasi 
(Rp) 

Anggaran 
(Rp) 

Realisasi (Rp) 

Belanja Tanah    

Belanja Peralatan 
dan Mesin 

   

Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan 

   

Belanja Modal Jalan, 
Irigasi dan Jaringan 

   

Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya 

   

Jumlah Belanja  
Modal  

   

 

 

 

 

 

 

NIHIL 



b. Neraca 

a. Aset 

Aset Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda  adalah sumber 

daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh  pemerintah sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di 

masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat 

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Terdiri 

dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan 

Aset Lainnya: 

 

Uraian 2023 2022 Bertambah 
(Berkurang) 

Dalam rupiah % 

Aset Lancar 
 

1.182.500 265.500 917.000 77% 

Aset Tetap 
 

63.599.402 95.705.036 (32.105.634) (50%) 

Aset Lainnya 
 

- - - - 

Jumlah 
 

64.781.902 95.970.536 (31.188.634) (48%) 

 

 

a.1 Aset Lancar 

Saldo Aset Lancar Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda  

Kabupaten Wonosobo  sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp. 1.182.500,00 jika dibandingkan dengan saldo TA 2022 sebesar Rp 

265.500,00 maka mengalami penurunan sebesar 77 %. Dengan penjelasan 

sebagai berikut :  

Uraian 2023 2022 Bertambah 
(Berkurang) 

Dalam rupiah % 

Kas di Bendahara 
Pengeluaran  

- - - - 

Piutang Pendapatan  - - - - 

Piutang Lainnnya  - - - - 

Persediaan 1.182.500 265.500 917.000 77% 

Jumlah 1.182.500 265.500 (917.000) 77% 

 

Kas di Bendahara Pengeluaran  

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 

di Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam  Setda  Kabupaten Wonosobo   

 

 



Kas di Bendahara Penerimaan 

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 

di Bendahara Penerimaan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 

Alam  Setda  Kabupaten Wonosobo. 

 

Piutang Pendapatan  

Tidak terdapat Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 pada Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda  Kabupaten Wonosobo. 

 

Piutang Lainnya  

Tidak terdapat Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 pada Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda  Kabupaten Wonosobo. 

 

Persediaan 

Neraca Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 menunjukkan saldo 

Persediaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.182.500,- dibanding saldo 

Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 265.500,-. Mengalami penurunan 

sebesar (Rp.833.500,- ) atau sebesar 2022% dengan penjelasan sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

   Dalam Rupiah 

(1) Saldo Per 31 Desember 2022 : 265.500,00 

(2) Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari : 1.182.500,00 

 saldo persediaan akhir hasil stok opname  1.182.500,00 

    

(3) Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari : 265.500,00 

 Pemakaian persediaan tahun lalu   265.500,00 

    

(4)= (1)+(2)-(3) Saldo Per 31 Desember 2023  1.182.500,00 



b.1 Aset Tetap 

Saldo Aset Tetap Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sampai dengan  31 Desember 

2023 adalah sebesar  Rp 63.599.402,00 merupakan aset tetap yang 

dikelola oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat 

Daerah Kabupaten Wonosobo dengan saldo akhir Tahun 2022 sebesar 

Rp95.705.036,00 mengalami Penurunan sebesar Rp 32.105.634,00 

atau (50,48%) dari Tahun 2022. Dengan penjelasan sebagai berikut: 

Uraian 
2023 

(dalam 
Rupiah) 

2022 
 (dalam 
Rupiah) 

Bertambah/(Berkurang) 

Rp % 

Tanah - - - - 

Peralatan dan 
Mesin 

642.791.440 642.791.440 - 0% 

Gedung dan 
Bangunan 

- - - - 

Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

- - - - 

Aset Tetap 
Lainnya 

- - - - 

Koreksi Dalam 
Pengerjaan  

- - - - 

Akumulasi 
Penyusutan Aset 
Tetap 

(579.192.038) (547.086.404) (32.105.634) (5,54%) 

JUMLAH ASET 
TETAP 

63.599.402 95.705.036 (32.105.634) (50,48%) 

 

Tanah  

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda Kabupaten 

Wonosobo tidak terdapat Aset Tetap Berupa Tanah atau NIHIL 

 

Peralatan dan Mesin 

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda Kabupaten Wonosobo per 

31 Desember 2023 sebesar Rp 642.791.440,00 sama dengan tahun  

2022 adalah sebesar Rp.642.791.440,00 atau 100 %. 

Uraian 

Saldo TA 
2022 

(dalam 
Rupiah) 

Koreksi  Mutasi  

Saldo TA 
2023 

(dalam 
Rupiah) 

D K D K  

ALAT ANGKUT DARAT 
BERMOTOR 

253.569.440     253.569.440 

ALAT PENGOLAHAN        

ALAT KANTOR 
 

50.772.500     50.772.500 



ALAT RUMAH TANGGA 74.778.000     74.778.000 

ALAT STUDIO 29.000.000     29.000.000 

MEJA DAN KURSI 
KERJA/RAPAT 
PEJABAT 

1.100.000     1.100.000 

ALAT KOMUNIKASI 69.520.000     69.520.000 

ALAT KHUSUS 
KEPOLISIAN 

-     - 

ALAT LABORATORIUM 
FISIKA 
NUKLIR/ELEKTRONIKA 

      

KOMPUTER UNIT 122.813.568     122.813.568 

PERALATAN 
KOMPUTER 

41.237.932     41.237.932 

Jumlah 642.791.440     642.791.440 

 

Gedung dan Bangunan 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda Kabupaten 

Wonosobo tidak terdapat Aset Tetap Berupa Gedung dan Bangunan 

atau NIHIL. 

 

Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda Kabupaten 

Wonosobo tidak terdapat Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan 

atau NIHIL. 

 

Aset Tetap Lainnya 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda Kabupaten 

Wonosobo tidak terdapat Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya atau 

NIHIL. 

 

Konstruksi Dalam Pengerjaan  

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda Kabupaten 

Wonosobo tidak terdapat Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam 

Pengerjaan atau NIHIL. 

 

Akumulasi Penyusutan 

Pada table di bawah ini menunjukkan bahwa Saldo Neraca Akumulasi 

Penyusutan yang dimiliki Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  

Setda Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar (Rp 

579.192.038,00), Jika dibandingkan dengan saldo TA 2022 sebesar (Rp 

547.086.404,00), mengalami kenaikan  sebesar (Rp. 32.105.634,00) 

atau 5.54%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan 

koreksi saldo selama TA 2023 dengan penjelasan dibawah ini : 

 

 

 



Uraian 
Saldo TA 

2021 (dalam 
Rupiah) 

Koreksi Mutasi Saldo TA 
2022 (dalam 

Rupiah) D K D K 

Akumulasi 
Penyusutan Peralatan 
dan Mesin 

(547.086.404)    32.105.634 (579.192.038) 

AkumulasiPenyusutan 
Gedung dan 
bangunan 

      

Akumulasi Penusutan 
Jalan, Irigasi dan 
Jaringan  

      

Jumlah (547.086.404)    32.105.634 (579.192.038) 

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing 

akun adalah sebagai berikut: 

Aset Lainnya 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda Kabupaten Wonosobo 

tidak terdapat Aset Tetap Berupa Aset Lainnya atau NIHIL 

 

Aset Lain-lain 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda Kabupaten Wonosobo 

tidak terdapat Aset lain lain atau NIHIL 

 

Akumulasi Aset lain – lain  

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda Kabupaten Wonosobo 

tidak terdapat Akumulasi Aset lain lain atau NIHIL 

 

 

 

 

 

   Dalam Rupiah 
(1) Saldo Per 31 Desember 2022 : -547.086.404,00 
    

(2) 
Mutasi/Koreksi Bertambah 
(Debet) dari 

: 0,00 

 
Koreksi kurang catat nilai 
akumulasi penyusutan 

 0,00 

    

(3) 
Mutasi/Koreksi Berkurang 
(Kredit) dari 

: 32.105.634,00 

 Beban penyusutan  32.105.634,00 
    
(4)= (1)+(2)-(3) Saldo Per 31 Desember 2023  -579.192.038,00 
    
    



b. Kewajiban 

Saldo Kewajiban Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam TA 2023 

adalah sebesar Rp0,00 , Berwujud begitu pula dengan Tahun Anggaran 2022 

1. Kewajiban Jangka Pendek 

Pada Tahun Anggaran 2023 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Setda Kabupaten Wonosobo tidak memiliki Kewajiban Jangka Pendek 

begitu pula dengan Tahun Anggaran 2022. 

2. Kewajiban Jangka Panjang 

Pada Tahun Anggaran 2023 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Setda Kabupaten Wonosobo tidak memiliki Kewajiban Jangka pajang 

begitu pula dengan Tahun Anggaran 2022. 

 

c. Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 

Alam Setda Kabupaten Wonosobo yang merupakan selisih antara aset dan 

kewajiban. Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2023  sebesar Rp 64.781.902,00  

dibandingkan dengan saldo ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 

95.970.536,00 sehingga mengalami penurunan  sebesar Rp 31.188.634,00 

atau 48,14%. Hal ini di sebabkan karena adanya Koreksi dan Mutasi Debet 

dan Kredit yang terjadi pada Tahun 2023. 

 

c. Laporan Operasional 

3.3.1. Pendapatan LO 

Realisasi Pendapatan Bagian  Perekonomian dan Sumber Daya Alam  

Setda Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp. 40.000.000,00, 

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp 13.000.000,00 

mengalami kenaikan sebesar  Rp 27.000.000,00 atau  67,50%. 

1. Pendapatan Asli Daerah-LO 

Pendapatan Asli Daerah-LO Bagian Perekonomian Setda Kabupaten 

Wonosobo TA 2023 NIHIL  

2. Pendapatan Transfer-LO 

Pendapatan Transfer-LO Bagian Perekonomian Setda Kabupaten 

Wonosobo TA 2023 NIHIL  

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO 

Bagian Perekonomian  terdapat pos Lain lain Pendapatan Yang sah -

LO yang berasal dari :  

- Sponsorship untuk kegiatan Sponsorship  Kegiatan Sobocraft 2023 / 

Fashion Show Batikdari bank jateng Sejumlah Rp. 40,000,000,00 

dengan berita acara Serah terima Nomor  121/PMS.04/023/2023  

tanggal 4 Oktober 2023 

 

 

 

 

 

 



Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut : 

Uraian 
Realisasi 

Kenaikan/(Penurunan
) Realisasi 

2023 2022 (Rp) (%) 

Lain-lain Pendapatan 
Yang Sah 

40.000.000 13.000.000 27.000.000 
67,50 

Jumlah 40.000.000 13.000.000 27.000.000 67,50 

 

3.3.2. Beban-LO 

Realisasi Beban Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda 

Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp. 1.781.489.192,00, Jika 

dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp 1.781.489.192,00 

mengalami kenaikan sebesar  (Rp 65.456.012,00)  atau  (3,54%).  

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel  sebagi berikut : 

 
NO Uraian 

Relisasi 
Kenaikan/(Penurunan) 

Realissi 

2023 2022 (Rp) (%) 

1 Beban 
Pegawai 

  
  

2 Beban 
Persediaan 

694.076.316 818.797.626 
(124.721.310) (17,97) 

3 Beban Jasa 689.134.912 367.586.000 321.548.912 46,66 

4 Beban 
Pemeliharaan  

27.470.518 10.364.013 
17.106.505 62,27 

5 Beban 
Perjalanan 
Dinas 

436.263.458 584.741.553 
(148.478.095) (34,03) 

6 Beban 
Bantuan 
Sosial 

  
  

7 Beban 
Penyusutan  

32.105.634 40.489.205 
(8.383.571) (26,11) 

8 Beban Lain- 
Lain 

  
  

 Jumlah 1.879.050.838 1.821.978.397 57.072.441 3,04 

1. Beban Pegawai-LO 

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Wonosobo pd tahun 2023 tidak 

terdapat pos Beban Pegawai. 

2. Beban Persediaan-LO 

Pada table dibawah ini menunjukkan Realisasi Beban Persediaan TA 

2023 adalah sebesar Rp. 694.076.316,00 Jika dibandingkan dengan 

relisasi TA 2022 sebesar Rp. 818.797.626,00 mengalmi penurunan  

sebesar (Rp 124.721.310) atau (17,97%). dengan rincian sebagaimana 

Tabel sebagai berikut : 



 

 

a. Beban Bahan Pakai Habis 

Pada table dibawah  menunjukkan bahwa Realisasi Beban Bahan 

Pakai Habis TA 2023 adalah sebesar Rp 818.797.626,00, Jika 

dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp.694.076.316,00 

mengalami penurunan sebesar (Rp.124.721.310,00)atau (17,97%). 

Dengan rincian sebagai berikut : 

 
NO Uraian 

Realisasi 
Kenaikan/(Penurunan) 

Realisasi 

2023 2022 (Rp) (%) 

1 Beban Bahan-Bahan Bakar 
dan Pelumas 

    

2 Beban Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 

44.502.345 60.704.300 (16.201.955) (36,41%) 

3 Beban Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 

11.398.270 11.383.100 15.170 0,13% 

4 Beban Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 

28.846.400 1.500.000 27.346.400 94,80% 

5 Beban Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Benda Pos 

1.710.000 1.590.000 120.000 7,02% 

7 Beban Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- 
Perlengkapan Dinas 

12.729.000 8.830.000 3.899.000 30,63% 

8 Beban Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- 
Suvenir/Cendera Mata 

224.974.000 132.880.986 92.093.014 40,93% 

9 Beban Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Alat/Bahan 
untuk Kegiatan Kantor 
Lainnya 

 18.980.240 (18.980.240) (100%) 

10 Beban Makanan dan 
Minuman Rapat 
 

361.775.000 391.727.000 
(29.952.000) 

(8,28%) 

11 Beban Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Perabot 
Kantor 

 1.500.000 1.500.000 100% 

12 Beban Barang untuk 
Dijual/Diserahkan kepada 
Masyarakat 

    

 Jumlah 694.076.316 818.797.626 (124.721.310) (17,97%) 

 

NO 

 

Uraian 

Realisasi Kenaikan/(Penurunan) 

Realisasi 

2023 2022 Rp. % 

1 Beban Bahan 

Pakai Habis 

818.797.626 882.319.650 (124.721.310) (17,97%) 

2 Beban Barang 

Tak Habis 

Pakai 

    

 Jumlah 818.797.626 882.319.650 (124.721.310) (17,97%) 



 

1) Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Wonosobo pd tahun 

2023 tidak terdapat pos Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 

-LO TA 2023. 

2) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 

Pada table diatas menunjukkan bahwa realisasi Beban 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -LO TA 2023 

adalah Sebesar Rp.44.502.345,00 sedangkan pada tahun 2022 

adalah sebesar Rp.60.704.300,00 mengalami penurunan  

sebesar (Rp. 16.201.955,00) atau (36,41%). 

3) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 

Pada table diatas menunjukkan bahwa realisasi Beban 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover -LO TA 2023 

adalah Sebesar Rp. 11.398.270,00 sedangkan pada tahun 2022 

adalah sebesar Rp. 11.383.100,00 mengalami penurunan 

sebesar Rp. 15.170,00 atau (0,13%). 

4) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 

Pada table diatas menunjukkan bahwa realisasi Beban 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak -LO TA 2023 

adalah Sebesar Rp.28.846.400,00 sedangkan pada tahun 2022 

adalah sebesar Rp.1.500.000,00 mengalami penurunan sebesar 

Rp. 27.346.400,00 atau 94,80%. 

5) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 

Pada table diatas menunjukkan bahwa realisasi Beban 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos -LO TA 2023 

adalah Sebesar Rp.1.710.000,00 sedangkan pada tahun 2022 

adalah sebesar Rp.1.590.000,00 mengalami kenaikan sebesar 

Rp. 120.000,00 atau 7,02%. 

6) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Wonosobo pd tahun 

2023 tidak terdapat pos Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer -LO TA 2023. 

7) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 

Pada table diatas menunjukkan bahwa realisasi Beban 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas -LO TA 

2023 adalah Sebesar Rp.12.729.000,00 sedangkan pada tahun 

2022 adalah sebesar Rp.8.830.000,00 mengalami kenaikan 

sebesar Rp. 3.899.000,00 atau 30,63% 

8) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 

Pada table diatas menunjukkan bahwa realisasi Beban 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata -LO TA 

2023 adalah Sebesar Rp. 224.974.000,00 sedangkan pada tahun 

2022 adalah sebesar Rp. 132.880.986,00 mengalami penurunan 

sebesar Rp. 92.093.014,00 atau (40,93%). 



9) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk 

Kegiatan Kantor Lainnya 

Pada table diatas menunjukkan bahwa realisasi Beban 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor Lainnya -LO TA 2023 adalah Sebesar Rp. 0,00 sedangkan 

pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 18.980.240,00 mengalami 

penurunan sebesar (Rp.18.980.240,00) atau (100%). 

10) Beban Natura dan Pakan-Natura. 

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Wonosobo pd tahun 

2023 tidak terdapat pos  Beban Natura dan Pakan-Natura -LO. 

11) Beban Makanan dan Minuman Rapat 

Pada table diatas menunjukkan bahwa realisasi Beban Makanan 

dan Minuman Rapat -LO TA 2023 adalah Sebesar Rp. 

361.775.000,00 sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 

391.727.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 

29.952.000,00) atau (8,28%). 

12) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 

Pada table diatas menunjukkan bahwa realisasi Beban 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor -LO TA 2023 

adalah Sebesar Rp.0,00 sedangkan pada tahun 2022 adalah 

sebesar Rp. 1.500.000,00 mengalami penurunan sebesar 

(Rp.1.500.000,00) atau (100%). 

13) Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 

Pada table diatas menunjukkan bahwa realisasi Beban Barang 

untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat -LO TA 2023 adalah 

Sebesar Rp. 0,00 sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 

Rp. 189.702.000,00 mengalami kenaikan sebesar (Rp. 

189.702.000,00) atau (100%). 

 

3. Beban Jasa-LO 

Beban Jasa-LO TA 2023 adalah sebesar Rp 689.134.912,00 jika di 

bandingkan dengan Beban Jasa LO TA 2022 adalah Rp 367.586.000,00 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 321.548.912,00 atau 46,66% dengan 

rincian sebagaimana Tabel sebagai berikut : 

 

 

N

O 

 

Uraian 

Realisasi Kenaikan/(Penurunan) 

Realisasi 

2023 2022 Rp. % 

1 Beban Jasa Kantor 522.479.700 348.790.000 173.689.700 33,24% 

2 Beban Iuran 
Jaminan/Asuransi 

2.688.000 2.016.000 672.000 25% 

3 Beban Sewa Gedung 
dan Bangunan 

6.112.000 16.780.000 (10.668.000) (174,54%) 

 Jumlah 
689.134.912 367.586.000 321.548.912 46,66% 



 

 

a. Beban Jasa Kantor 

Realisasi Beban Jasa Kantor TA 2023 adalah sebesar Rp 

348.790.000,00, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yaitu 

sebesar Rp.522.479.700,00maka bisa dikatakan mengalami 

penurunan sebesar Rp.95.832.000 atau 33,24%. Untuk lebih jelasnya, 

uraian tersebut dapat dilihat secara rinci pada Tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

Uraian 

Realisasi Kenaikan/(Penurunan) 

Realisasi 

2023 2022 Rp. % 

1 Beban Honorarium 
Narasumber atau Pembahas, 
Moderator, Pembawa Acara, 
dan Panitia 

256.900.000,00  203.450.000,00  53.450.000,00  20,81% 

2 Beban Jasa Tenaga 
Administrasi 

 54.600.000,00   65.400.000,00  -10.800.000,00  -19,78% 

3 Beban Jasa Tenaga 
Kebersihan 

 500.000,00   750.000,00  -250.000,00  -50,00% 

4 Beban Jasa Tenaga Keamanan  10.500.000,00   12.750.000,00  -2.250.000,00  -21,43% 

5 Beban Jasa Pelaksanaan 
Transaksi Keuangan 

 43.450.000,00   40.840.000,00   2.610.000,00  6,01% 

6 Beban Jasa Penyelenggaraan 
Acara 

125.214.700,00   5.000.000,00  120.214.700,00  96,01% 

7 Beban Jasa Iklan/Reklame, 
Film, dan Pemotretan 

 29.950.000,00   18.500.000,00   11.450.000,00  38,23% 

8 Beban Langganan Jurnal/Surat 
Kabar/Majalah 

 1.365.000,00   2.100.000,00  -735.000,00  -53,85% 

 Jumlah  522.479.700,00 348.790.000,00 -95.832.000 33,24% 



 

 

b. Beban Iuran Jaminan/Asuransi. 

Realisasi Beban Iuran Jaminan/Asuransi TA 2023 adalah sebesar 

Rp2.688.000,00, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yaitu 

sebesar Rp2.016.000,00maka bisa dikatakan mengalami Kenaikan  

sebesar Rp. 672.000,00 atau 25,00%. Untuk lebih jelasnya, uraian 

tersebut dapat dilihat secara rinci pada Tabel sebagai berikut: 

 

 

c. Beban Sewa Gedung dan Bangunan 

Realisasi Beban Sewa Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar 

Rp6.112.000,00,00, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 

yaitu sebesar Rp16.780.000,00maka bisa dikatakan mengalami 

Kenaikan  sebesar (Rp. 10.668.000,00) atau -174,54%. Untuk lebih 

jelasnya, uraian tersebut dapat dilihat secara rinci pada Tabel sebagai 

berikut 

4. Beban Pemeliharaan (LO) 

Beban Pemeliharaan-LO TA 2023 adalah sebesar Rp 27.470.518,00 jika 

di bandingkan dengan Beban Jasa LO TA 2022 adalah Rp 10.364.013,00 

mengalami kenaikan  sebesar Rp 17.106.505 atau 165% dengan rincian 

sebagaimana Tabel sebagai berikut: 

 

NO 

 

Uraian 

Realisasi Kenaikan/(Penurunan) 

Realisasi 

2023 2022 Rp. % 

1 Beban Iuran Jaminan 
Kesehatan bagi Non ASN 

2.688.000,00 2.016.000,00  672.000,00  25,00% 

 
Jumlah  

2.688.000,00 2.016.000,00  672.000,00  25,00% 

 

NO 

 

Uraian 

Realisasi Kenaikan/(Penurunan) Realisasi 

2023 2022 Rp. % 

1 Beban Sewa Bangunan 
Gedung Tempat Pertemuan 
 

                               1.000.000,00 
 

-1.000.000,00  
 

2 Beban Sewa Hotel 
 

              
6.112.000,00  15.780.000,00 

 
-9.668.000,00  

-158,18% 

 Jumlah  6.112.000,00 16.780.000,00 -10.668.000,00  -174,54% 

 

NO 

 

Uraian 

Realisasi Kenaikan/(Penurunan) 

Realisasi 

2023 2022 Rp. % 

1 Beban Pemeliharaan Alat 
Angkutan-Alat Angkutan Darat 
Bermotor-Kendaraan Dinas 
Bermotor Perorangan 

27.470.518 10.364.013 17.106.505 (165%) 



 

5. Beban Perjalanan Dinas-LO 

Realisasi Beban Perjalanan Dinas -LO Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp 

436.263.458,00 apabila di bandingkan dengan realisasi TA 2022 Rp. 

583.454.191,00 dapat dikantakan mengalami penurunan sebesar (34 %) 

atau (Rp. 148.478.095,00) Untuk Lebih Jelasnya, Uraian tersebut dapat di 

lihat secara rinci pada Tabel Berikut: 

 

a. Beban Perjalanan Dinas Biasa 

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Biasa TA 2023 adalah sebesar Rp. 

245.063.458,00, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yaitu 

sebesar Rp. 57.758.280,00 maka bisa dikatakan mengalami kenaikan  

sebesar Rp. 112.694.822,00 atau 45,99%. 

 

b. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota TA 2023 adalah 

sebesar Rp. 191.200.000,00, apabila dibandingkan dengan realisasi 

TA 2022 yaitu sebesar Rp. 226.983.273,00maka bisa dikatakan 

mengalami penurunan   sebesar (Rp. 35.783.273,00) atau (18,72%). 

 

6. Beban Penyusutan-LO 

Realisasi Beban Penyusutan -LO Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp 

32.105.634,00,00 di karenakan adanya Koreksi Lain – Lain setelah 

Audited dibandingkan dengan realisasi TA 2022 Rp 40.489.205,00 dapat 

dikantakan mengalami penurunan sebesar 26,11 % atau (Rp. 

8.383.571,00)  Untuk Lebih Jelasnya, Uraian tersebut dapat di lihat secara 

rinci pada Tabel Berikut: 

 Jumlah 27.470.518 10.364.013 17.106.505 (165%) 

 

NO 

 

Uraian 

Realisasi Kenaikan/(Penurunan) 

Realisasi 

2023 2022 Rp. % 

1 Beban Perjalanan 
Dinas Biasa 

245.063.458,00   57.758.280,00  112.694.822,00  45,99% 

2 Beban Perjalanan 
Dinas Dalam Kota 

191.200.000,00  226.983.273,00  -35.783.273,00  -18,72% 

 Jumlah 436.263.458,00 583.454.191,00 -148.478.095,00  -34,03% 

 

NO 

 

Uraian 

Realisasi 

2023 2022 

1 Beban Penyusutan Alat Angkut 32.105.634,00 34.187.123,00 

2 Beban Penyusutan Alat Kantor 
dan Rumah Tangga 

 6.302.082,00 



 

a. Beban Penyusutan Alat Angkutan 

Realisasi Beban Penyusutan Alat Angkutan  TA 2023 setelah adanya 

auditerd adalah sebesar Rp 32.105.634,00 dikarenakan adanya koreksi 

Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor tahun berjalan yang 

berasal dari Belanja Non Modal, apabila dibandingkan dengan realisasi 

TA 2022 yaitu sebesar Rp. 34.187.123,00. 

 

b. Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga 

Realisasi beban Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga  TA 

2023 adalah sebesar Rp. 0,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 

2022 yaitu sebesar Rp 6.302.082,00 maka bisa dikatakan mengalami 

penurunan sebesar (100%) atau sebesar (Rp. 6.302.082,00) 

 

c. Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 

Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam Setda Kabupaten 

Wonosobo tidak terdapat pos Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, 

dan Pemancar. 

 

d. Beban Penyusutan Komputer 

Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam Setda Kabupaten 

Wonosobo tidak terdapat pos Beban Penyusutan Komputer pada  TA 

2023 . 

 

7. Beban Lain- Lain-LO 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 

Wonosobo tidak terdapat pos Realisasi Beban Lain –lain -LO pada TA 

2023 

 

Surplus/(Defisit) dari Opersi 

Realisasi Pendapatan-LO TA 2023 sebagaimana penjelasan diatas maka diperoleh difisit 

operasi sebesar (Rp1.839.050.838,00), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 

yaitu (Rp1.808.978.397,00) maka bisa dikatakan cenderung mengalami kenaikan  

sebesar (Rp-30.072.441,00 ) atau (1,64%). 

 

Kegiatan Non Operasionan 

Pada TA 2023  Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 

Wonosobo  Tidak Terdapat Pos Kegiatan Non Operasional 

 

 

 

 Jumlah 32.105.634,00 40.489.205,00 



 

Surplus/Defisit-LO 

Berdasarkan surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/deficit luar biasa pada 

TA 2023 diatas maka diperoleh defisit-LO sebesar (Rp1.839.050.838,00), apabila 

dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yaitu (Rp1.808.978.397,00) maka bisa dikatakan 

cenderung mengalami kenaikan  sebesar (Rp-30.072.441,00 ) atau (1,64%). 

d. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Sekretariat Daerah Wonosobo  Tahun 2023  menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan Ekuitas selama tahun 2023. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp.64.781.902,00  dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2022  sebesar 

Rp.95.970.536,00, ditambah surplus/deficit LO TA 2023 sebesar  

(Rp.1.839.050.838,00), ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 

1.807.862.204,00. 

 

1. Ekuitas Awal 

Ekuitas Awal TA 2023 sebesar Rp. 95.970.536,00 berasal dari Saldo Ekuitas 

Neraca per 31 Desember 2022 setelah audit sebesar Rp. 95.970.536,00 

 

2. Surplus/(Defisit) LO TA 2023 

Berdasarkan Laporan Operasional TA 2023 menunjukkan bahwa defist LO Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Wonosobo adalah 

sebesar (Rp.1.839.050.838,00) 

 

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

Sementara itu pada TA 2023 tidak terdapat Dampak Komulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

 

4. Kewajiban yang di konsolidasikan sebesar Rp. 1.807.862.204,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV  

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN 

Bagian Perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung  jawab 

kepada Sekretaris Daerah melalui asisten perekonomian dan  Pembangunan 

mempunyai tugas pokok membantu sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan 

daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan 

sumber daya alam, administrasi pembagunan, pengadaan barang dan jasa. 

Dalam menyelenggarakan tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Bidang 

Perekonomian dan Bidang Sumber Daya Alam. 

Data Pegawai Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 

Wonosobo 

 

No. Nama Pangkat/Golongan Jabatan Pend 

1 Drs. Joko Widodo, MM IVb/ Pembina  TK I 
Kabag Perekonomian 
dan SDA 

S 2 

2 
Nilawati Dyah 
Pramanasari,SE.M.Acc 

IIId/ Penata Tk. I 
Analis Kebijakan Ahli 
Muda 

S 1 

3 Yuli Setyaningsih,SE 
IIIb/Penata Muda 
TK.I  

Analis Perekonomian S 1 

4 
Nadia Ayu Safitri, 
S.Tr.IP 

IIIa/ Penata Muda Penelaah data SDA   D4 

5 Dinni Cahyani Septiana IIc/ Pengatur  
Pengadministrasian 
Umum 

SLTA 

6 Bambang Sunarko 
IIb/Pengatur Muda 
TK.I 

Pengadministrasian 
Umum 

SLTA 

7 Eko Yudi Saputro  Non ASN SLTA 

8 Niam Maskuri  Non ASN SLTA 



Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah : 

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

 

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang 

dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka 

kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi masyarakat guna 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Program Utama tahun 2023 yang sudah direalisasikan adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota; 

2. Program Perekonomian dn Pembangunan. 

 

Indikator kinerja utama program/bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  

sekretariat daerah kabupaten wonosobo Yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpjmd 

2021-2026 terdiri dari : 

1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Perekonomian dan SDA yang 

ditindaklanjuti dengan kebijakan dengan target 100 % 

2. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KA dengan target 100 

%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

Laporan Keuangan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda  Kabupaten 

Wonosobo Tahun Anggaran 2023 merupakan informasi yang memuat data berbagai 

elemen struktur kekayaan dan struktur finansial sebagai pencerminan hasil aktivitas 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda Kabupaten Wonosobo selama 

satu periode akuntansi, disusun dan disajikan untuk mengetahui nilai sumber daya 

ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda  Kabupaten Wonosobo, menilai kondisi 

keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatan 

terhadap  peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 disajikan sesuai standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual yaitu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

Dengan berbagai kendala, hambatan dan tantangan yang ada Bagian Perekonomian 

dan Sumber Daya Alam  Setda  Kabupaten Wonosobo bertekad untuk selalu melakukan 

perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah agar pengelolaan keuangan daerah 

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan tetap berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Demikian penjelasan secara singkat Laporan 

Keuangan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Setda  Kabupaten Wonosobo 

dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

 

           Wonosobo, 
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN 

SUMBER DAYA ALAM 
SEKRATARIAT DAERAH 

KABUPATEN WONOSOBO, 
 
 

Drs. JOKO WIDODO, MM 
NIP. 197509091993111003 


